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BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
S 0 L 0 K

Jalan Imam Bonjol RT 01/ RW 03 Banda Panduang,
Kel. Tanah Garam, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok

Telp. 0755-3231339, website :http://solokkota.bawaslu.go.id

email : panwaslusolokkota60860@gmail.com

Menimbang

Mengingat

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK
NOMOR: 0| % /RT.02/SB-19/08/2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
setiap Pengguna Informasi;

bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas;

bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik
badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap
kebijakan yang diambil; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ maka perlu menetapkan Penetapan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Solok tentang Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



Memperhatikan

10.

11.

12,

Penetapan PPID Bawaslu Republik Indonesia Nomor
0083/BAWASLU/H2PI/ HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi
Informasi Yang Dikecualikan, tanggal 11 Mei 2018;

Penetapan PPID Bawaslu Republik Indonesia Nomor
0014/BAWASLU/H2PI/ HM.00/1/2019 tentang Informasi Penangan
Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Yang
Dikecualikan, tanggal 28 Januari 2019;

Penetapan PPID Bawaslu Republik Indonesia Nomor
0015/BAWASLU/H2PI/ HM.00/1/2019 tentang Informasi Dugaan
Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Dikecualikan, tanggal 28
Januari 2019;

Penetapan PPID Bawaslu Republik Indonesia Nomor
0016/BAWASLU/H2PI/ HM.00/1/2019 tentang Alat Kerja
Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan, tanggal 28
Januari 2019;

Penetapan PPID Bawaslu Republik Indonesia Nomor
0999/BAWASLU/H2PI/ HM.00/XII/2019  tentang Informasi
Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Adhoc Yang Dikecualikan,
tanggal 20 Desember 2019;

Penetapan PPID Bawaslu Republik Indonesia Nomor
1000/BAWASLU/H2P1/ HM.00/X1I/2019  tentang Informasi
Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan Yang Dikecualikan,
tanggal 20 Desember 2019;

Penetapan PPID Bawaslu Republik Indonesia Nomor
1001/BAWASLU/H2PI/ HM.00/XII/2019  tentang Informasi
Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan, tanggal 20
Desember 2019;

Penetapan PPID Bawaslu Republik Indonesia Nomor
0023/BAWASLU/H2PI/ HM.00/VIII/2020 tentang Informasi
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan,
tanggal 26 Agustus 2020;

Penetapan PPID Bawaslu Republik Indonesia Nomor
0107/BAWASLU/H2PI/ HM.00/VII/2020 tentang Informasi
Memorandum atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra
Badan Publik Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Yang
Dikecualikan, tanggal 26 Agustus 2020;

Penetapan PPID Bawaslu Nomor : 0149/ BAWASLU/H2PI/
HM.00/X1/2020  tentang Informasi Penanganan Pelanggaran
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Dikecualikan,
tanggal 16 November 2020;

Penetapan PPID Bawaslu Republik Indonesia Nomor
0159/BAWASLU/H2PI/ HM.00/X11/2020  tentang Informasi

Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-KWK Yang Dikecualikan,
tanggal 4 Desember 2020;

Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 016.a/RT.02/SB-19/08/2021,
tanggal 4 Agustus 2021.




Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam .

Ketujuh

Kedepalan

Kesembilan

MEMUTUSKAN
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I merupakan
informasi yang dikecualikan berdasarkan Penetapan PPID Bawaslu
Republik  Indonesia ~ Nomor :  0083/BAWASLU/H2PI/
HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan,
tanggal 11 Mei 2018.

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran II merupakan
informasi yang dikecualikan berdasarkan Penetapan PPID Bawaslu
Republik  Indonesia ~ Nomor  : 0014/BAWASLU/H2Pl/
HM.00/1/2019 tentang Informasi Penanangan Temuan dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Dikecualikan, tanggal 28
Januari 2019.

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran III merupakan
informasi yang dikecualikan  berdasarkan  Penetapan PPID
Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0015/BAWASLU/H2PI/
HM.00/1/2019 tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan
Umum Yang Dikecualikan, tanggal 28 Januari 2019;

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran VI merupakan
informasi yang dikecualikan  berdasarkan  Penetapan PPID
Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0016/BAWASLU/H2PI/
HM.00/1/2019 tentang Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi
Yang Dikecualikan, tanggal 28 Januari 2019;

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran V merupakan
informasi yang dikecualikan  berdasarkan  Penetapan PPID
Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0999/BAWASLU/H2PI/
HM.00/X1I/2019  tentang  Informasi  Seleksi = Pengawas
Pemilu/Pemilihan Adhoc Yang Dikecualikan, tanggal 20 Desember
2019;

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran VI merupakan
informasi yang dikecualikan  berdasarkan  Penetapan PPID
Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 1000/BAWASLU/H2P1/
HM.00/X11/2019 tentang Informasi Penanganan Perkara Hukum di
Pengadilan Yang Dikecualikan, tanggal 20 Desember 2019;
Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran VII merupakan
informasi yang dikecualikan  berdasarkan = Penetapan PPID
Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 1001/BAWASLU/H2PI/
HM.00/X11/2019 tentang Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
Yang Dikecualikan, tanggal 20 Desember 2019;

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran VIII merupakan
informasi yang dikecualikan  berdasarkan  Penetapan PPID
Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0023/BAWASLU/H2Pl/
HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Yang Dikecualikan, tanggal 26 Agustus 2020;

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran [X merupakan
informasi yang dikecualikan  berdasarkan  Penetapan PPID
Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0107/BAWASLU/H2PI/



Kesepuluh

Kesebelas

Keduabelas

HM.00/VII/2020 tentang Informasi Memorandum atau Surat-Surat
Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik Yang Menurut
Sifatnya Dirahasiakan Yang Dikecualikan, tanggal 26 Agustus
2020;

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran X merupakan
informasi yang dikecualikan  berdasarkan  Penetapan PPID
Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0149/BAWASLU/H2PV/
HM.00/X1/2020 tentang Informasi Penanganan Pelanggaran
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Dikecualikan,
tanggal 16 November 2020;

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran XI merupakan
informasi yang dikecualikan  berdasarkan  Penetapan PPID
Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0159/BAWASLU/H2PV/
HM.00/X11/2020 tentang Informasi Dokumentasi Formulir Model
C. Hasil-KWK Yang Dikecualikan, tanggal 4 Desember 2020;

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila kemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 4 Agustus 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

RITA NOFRIANTI, SM.



LAMPIRAN I PENETAPAN PPID BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR - O\} /RT.02/SB-19/08/2021
TANGGAL © 4 Agustus 2021

Z
e

Informasi

Formulir Model A. 1. Penerimaan Laporan

Formulir Model A. 2. Formulir Temuan

Formulir Model A. 3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan

Formulir Model A. 4. Undangan Klarifikasi

Formulir Model A. 6. Keterangan Ahli Di Bawash Sumpah/ Janji

Formulir Model A. 7. Berita Acara Klarifikasi

Formulir Model A. 8. Kajian Dugaan Pelanggaran
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1
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4
Formulir Model A. 5. Keterangan/ Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji
6
7
8
9

Formulir Model A. 9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

H
e

Formulir Model A. 10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

—
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Formulir Model A. 11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

,_4
Lo

Formulir Model A. 12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

p—
(U8)

Formulir Model TSM GBW - 1 Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan
Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur,
Sistematis Dan Masif

14.

Formulir Model TSM GBW - 2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas

15

Formulir Model TSM GBW - 3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran
Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Secara
Terstruktur, Sistematis, dan Masif

16.

Formulir Model TSM GBW - 5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan
Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan /atau Menjanjikan Uang atau
Materi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif

17

Formulir Model TSM GBW - 10 - Berita Acara Pemeriksaan

18.

Formulir Model TSM GBW - 11 - Risalah Sidang Pemeriksaan

19.

Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non PNS

20.

Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu
Kabupate/Kota

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTASI

RITA NOFRIANTI, SM.




LAMPIRAN II PENETAPAN PPID BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR
TANGGAL

: 0\/‘}'/RT.02/SB-19/08/2021
L' Agustus 2021

Z
°

Informasi

Formulir Model B.

. Penerimaan Laporan

Formulir Model B.

. Temuan

Formulir Model B.

. Tanda Bukti Penerimaan Laporan

Formulir Model B.

. Pelimpahan Temuan/laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Formulir Model B.

. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran

Formulir Model B.

. Undangan Klarifikasi

Formulir Model B.

. Keterangan /Klarifikasi Di Bawah Sumpah

Formulir Model B.

. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji

SO ool =1l Oyl Al e Lo | B9 i

Formulir Model B.

. Berita Acara Klarifikasi

Formulir Model B.

. Kajian Dugaan Pelanggaran
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Formulir Model B.

. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

._
L

Formulir Model B.

. Penerusan Tindak Pidana Pemilu

—_
W

Formulir Model B.

. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu

_.
>

Formulir Model B.

Pemilu

. Penerusan Pelanggaran Di Luar Perundang-Undangan

—
W

Formulir Model B.

Provinsi

. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu

_.
>

Formulir Model B.

. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTASI

(,

RITA NOFRIANTI, SM.




LAMPIRAN III PENETAPAN PPID BAWASLU

Tanda bukti laporan.

Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu (SG3).

Pengembalian berkas penuntut ke penyidik.

NOMOR © OV} /RT.02/SB-19/08/2021
TANGGAL : [‘ Agustus 2021
No Informasi
1 Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu.
2 | Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu (SG1).
3 | Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu.
4 | Berita Acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2).
5 | Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan.
6 | Daftar saksi dan/atau ahli.
7 | Daftar tersangka.
8 | Daftar barang bukti.
9 | Laporan polisi.
10
11
12
13

Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

RITA NOFRIANTI, SM.



LAMPIRAN IV PENETAPAN PPID BAWASLU
NOMOR : 0\} /RT.02/SB-19/08/2021

TANGGAL : [1 Agustus 2021

No

Informasi

Alat Kerja Pengawasan

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

”

RITA NOFRIANTI, SM.




LAMPIRAN V PENETAPAN PPID BAWASLU

NOMOR : 0|} /RT.02/SB-19/08/2021
TANGGAL : [’ Agustus 2021
No Informasi
1 | Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
2 | Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu

Kecamatan/Panwas Kecamatan

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

( /4

RITA NOFRIANTI, SM.




LAMPIRAN VI PENETAPAN PPID BAWASLU

NOMOR : 0\1' /RT.02/SB-19/08/2021
TANGGAL o4 Agustus 2021
Informasi

Jawaban Atas Gugatan

Duplikasi Atas Replik

Kesimpulan

Memori Banding

Kontra Memori Banding

Memori Kasasi

Kontra Memori Kasasi

OO\]O\(.I‘I-&U)NH?

Keterangan Tertulis

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

>

RITA NOFRIANTI, SM.




LAMPIRAN VII PENETAPAN PPID BAWASLU

NOMOR © O\F/RT.02/SB-19/08/2021
TANGGAL © Y Agustus 2021
No Informasi
1 | Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan
2 | Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awasl Dugaan Pelanggaran

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

RITA NOFRIANTI, SM.



LAMPIRAN VIII PENETAPAN PPID BAWASLU

NOMOR : 0|} /RT.02/SB-19/08/2021
TANGGAL oY Agustus 2021
No Informasi Jangka Waktu

1 | Formulir Model PSP-11 Panggilan Musyawarah Hingga Putusan Dibacakan
Pemohon/ Termohon/Pihak Terkait

2 | Formulir Model PSP-15 Berita Acara Hingga Putusan Dibacakan
Musyawarah

3 | Formulir Model PSP-20 Verifikasi Permohonan Hingga Putusan Dibacakan
Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan

4 | Formulir Model PSP-21 Berita Acara Hingga Putusan Dibacakan
Musyawarah Penyelesaian Sengeketa
Antarpeserta Pemilihan

5 | Formulir Model PSP-24 Buku Penerimaan Hingga Putusan Dibacakan
Permohonan

6 | Dokumentasi Video dan Audio Proses Hingga Putusan Dibacakan
Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan

7 | Risalah dan Notulensi Proses Musyawarah Hingga Putusan Dibacakan
Penyelesaian Sengketa Pemilihan

8 | SK Penetapan Panitia Musyawarah Hingga Putusan Dibacakan

9 | Dokumen, Rekaman Audio/Video dan Catatan 30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61
dalam Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Mengenai | Tahun 2010)
Proses Penyelesaian Sengketa

10 | Dokumen, Rekaman Audio/Video dan Catatan 30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61
Dalam Musyawarah Secara Tertutup Tahun 2010)

11 | Alat Bukti Tertulis Hingga Putusan Dibacakan

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

C it

RITA NOFRIANTI, SM.



LAMPIRAN IX PENETAPAN PPID BAWASLU
NOMOR oo\y /RT.02/SB-19/08/2021

TANGGAL : 11 Agustus 2021

No

Informasi

Jangka Waktu

Memorandum atau surat-surat Antar Badan Publik atau Intra Badan
Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan

Sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

RITA NOFRIANTI, SM.




LAMPIRAN X PENETAPAN PPID BAWASLU

NOMOR © (% /RT.02/SB-19/08/2021
TANGGAL o4 Agustus 2021
No Informasi Jangka Waktu Keterangan
1. | Formulir Model A. 1. Laporan 30 Tahun (Pasal 5 ayat
(1) PP 61 Tahun 2010)
2. | Formulir Model A. 2. Temuan 30 Tahun (Pasal 5 ayat
(1) PP 61 Tahun 2010)
3. | Formulir Model A. 3. Tanda Bukti 30 Tahun (Pasal 5 ayat
Penyempaian Laporan (1) PP 61 Tahun 2010)
4 | Formulir Model A. 3. 1. Tanda Terima 30 Tahun (Pasal 5 ayat
Penyampaian Laporan (1) PP 61 Tahun 2010)
5. | Formulir Model A. 4. Kajian Awal 30 Tahun (Pasal 5 ayat
Dugaan Pelanggaran (1) PP 61 Tahun 2010)
6. | Formulir Model A. 4. 1. Bukti 30 Tahun (Pasal 5 ayat
Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (1) PP 61 Tahun 2010)
7. | Formulir Model A. 5. Pelimpahan 30 Tahun (Pasal 5 ayat
' (1) PP 61 Tahun 2010)
8. | Formulir Model A. 6. Informasi Awal 30 Tahun (Pasal 5 ayat
Laporan (1) PP 61 Tahun 2010)
9. | Formulir Model A. 6. 1. Berita Acara 30 Tahun (Pasal 5 ayat
Keterangan Informasi Awal (1) PP 61 Tahun 2010)
10. | Formulir Model A. 7. Undangan 30 Tahun (Pasal 5 ayat
Klarifikasi (1) PP 61 Tahun 2010)
11. | Formulir Model A. 8. 30 Tahun (Pasal 5 ayat
Keterangan/Klarifikasi di Bawah (1) PP 61 Tahun 2010)
Sumpah/ Janji
12. | Formulir Model A. 9. Keterangan/ 30 Tahun (Pasal 5 ayat
Klarifikasi di Bawah Sumpah/ Janji (1) PP 61 Tahun 2010)
13. | Formulir Model A. 10. Berita Acara 30 Tahun (Pasal 5 ayat
Klarifikasi (1) PP 61 Tahun 2010)
14. | Formulir Model A. 11. Kajian Dugaan 30 Tahun (Pasal 5 ayat
Pelanggaran (1) PP 61 Tahun 2010)
15. | Formulir Model A. 13. Penerusan 30 Tahun (Pasal 5 ayat
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara (1) PP 61 Tahun 2010)
Pemilihan
16. | Formulir Model A. 14. Penerusan 30 Tahun (Pasal 5 ayat
Pelanggaran Administrasi Pemilihan (1) PP 61 Tahun 2010)
17. | Formulir Model A. 15. Penerusan Tindak | 30 Tahun (Pasal 5 ayat
Pidana Pemilihan (1) PP 61 Tahun 2010)
18. | Formulir Model A. 16. Penerusan 30 Tahun (Pasal 5 ayat
Dugaan Pelanggaran Perundang- (1) PP 61 Tahun 2010)
Undangan Lainnya
19. | Formulir Model A. 17. Pemberitahuan 30 Tahun (Pasal 5 ayat | Dikecualikan sebagian yakni

Status Laporan/Temuan

(1) PP 61 Tahun 2010)

dihitamkan/ dikaburkan pada bagian
yang memuat nama pelapor/ penemu

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

4

RITA NOFRIANTI, SM.




LAMPIRAN XI PENETAPAN PPID BAWASLU

NOMOR o\'\/RT.02/SB-19/08/2021
TANGGAL [‘ Agustus 2021
No Informasi Jangka Waktu Keterangan
1 | Dokumentasi Formulir Model C. Hingga penetapan pasangan Dalam hal terjadi

Hasil KWK

calon terpilih

perselisihan hasil pemilihan,
jangka waktu pengecualian
hingga penetapan pasangan
calon terpilih pasca putusan
Mahmakah Konstitusi

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTASI

"y

/

RITA NOFRIANTI, SM.




